
BUPATI KERINCI 
PROVI NSI JAMB! 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 
NOMOR 3 TAHUN 2016 

TE NTANG 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERANGKAT DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KERINCI, 

Menimbang : bahwa untuk melakEanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan 
Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten :ang 
Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ke 
tentang Badan Permu:syawaratan Desa dan Perangkat Desa; 

Mengingat 	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rep t blik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang IDarurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
Pengubahan Unde_ng-Undang Nomor 12 Tahun 1956 ten tang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkurtgan 
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah set agai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1643) ; 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang I )esa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 
5495); 

4. Undang-Undang omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintehan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) :;ebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne gara 
Republik Indone:;ia Tahun 2015 Nomor 58, Tarn be han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nc mor 
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ten Eang 
Perubahan Atas Peraturan. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 teiitang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun Q 015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangka.t Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI 

dan 
BUPA TI KERINCI 

MEM UTUS KAN: 
Menetapkan. : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWA RA TAN 

DESA DAN PERANGKAT DESA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pernerintah 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeerintahan yang mew akili 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kerinci. 

4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di ba wah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 

5. Desa adalah desa dan desa ad it atau yang disebut dengan nama tam, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukurn yang men tiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prak arsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerinta ian Negara Kesatuan Republik Indonesii t. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah kepala lesa atau yang disebut dengan na.ma  lain 
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

8. Kepala Desa adalah pejabat Pernerintah Desa yang mempunyai wewen ang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dan i Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah ilem )aga 
yang merupakan perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan lesa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalarn 
penyusunan kebijakan dan koord nasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, 
dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang 
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat dengan LKD 
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutu han dan 
merupakan mitra Pemerintah Desa. dalam memberdavakan masvarakat. 



12.. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapka n >leh 
Kepala Desa setelah dibahas dan d:sepakati bersama Badan Permusyawan tan 
Desa. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APII Desa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

14. Selcretariat Desa adalah unsiir staf yang membantu tugas-ti,gas 
kesekretariatan Desa. 

15_ Sekretariat BPD adalah unst tr staf yang membantu tugas - tt .gas 
kesekretariatan BPD. 

16. Staf Desa adalah perangkat desa yang membantu tugas-tugas administratif 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa 
atau pelaksana teknis lapangan. 

17. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja Ke 3ala 
Dusun.. 

18_ Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tc koh 
pemuda dan/atau pemuka-pemuka masyarakat lainnya. 

BAB II 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Larangan BPD 

Pasal 2 

BPD berkedudukan sebagai unsur pen yelenggara Pemerintahan Desa. 

Pasal 3 

Badan Perrnusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersarna KCJala 

Desa; 
b. menampung dan menyaiurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Pasal 4 

Badan Permusyawaratan Desa berhak 
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan PemenntEhan 

Desa kepada Pemerintah Desa; 
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksarLaan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberda3-aan 
masyarakat Desa; dan 

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dani 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal 5 

Anggota Badan Perrnusyawaratan Des.a berhak: 
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyarnpaikan usul dan/atau pen dapat; 
d. memilih dan dipilih; dan 
e. mendapat tunjangan dan i Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 



Pasal 6 

Anggota Badan Permusyawaratan Dest wajib: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Unctang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka 
Tunggal Ika; 

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender ch lam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti asp trasi 
masyarakat Desa; 

d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, 
dan/atau golongan; 

e. menghormati nilai sosial budaya clan adat istiadat masyarakat Desa; clan 
f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lem1)aga 

kemasyarakatan Desa. 

Pasal 7 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum, rneresahkan sekelompok masyarakat L esa, 

dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; 
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau 

jasa dan i pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang 
akan dilakukannya; 

c. menyalahgunakan wewenang; 
d. melanggar sumpah / janji jabatan; 
e. merangkap jabatan sebagai KepalE, Desa dan perangkat Desa; 
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

Dewan Perwaldlan Daerah Republik Indonesia, Dewan Pervvakilan Rakyat 
Daerah Provinsi atau Dewan Penh akilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan 
jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan , 

g. sebagai pelaksana proyek Desa; 
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau 

i. 	menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. 

Bagian Kedua 
Pembentukan BPD 

Pasal 8 

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dan i penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan st cara 
demokratis. 

(2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enanli) tahun 
terhitung sejak tanggal pengucape n sumpah/janji. 

(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali st.cara 
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

Pasal 9 

Persyaratan calon anggota Badan Pen-nusyawaratan Desa adalah: 
a. bertakwa kepada 'ruhan Yang Maha Esa; 
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang,-Un lang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka 
Tunggal Ika; 



c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; 
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau seclerajat; 
e. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 

(satu) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah wilayah dibuktikan 
dengan Kartu Tanda Penduduk, Keterangan Kepala Desa dan Kartu Keluarga 
yang masih berlaku. 

f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; 
g. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; 
h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis. 
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 

hukuman penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun. 
j. tidak pernah terlibat kasus narkoba dibuktikan dengan surat keterangan 

dokter dan surat pengadilan. 
k. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa sam.pai den gan 

derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis 
horisontal serta istri/suarni dan menantu. 

Masai 10 

(1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jurnlah 
gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, 
dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kema mp uan 
Keuangan Desa. 

(2) Jumlah penduduk dibawah 2000 jiwa diwakili 5 orang anggota. 
(3) Jumlah penduduk 2001 jiwa sarnpai dengan 2500 jiwa diwakili 7 olang 

anggota. 
(4) Jumlah penduduk lebih dan i 2500 jiwa diwakili 9 orang anggota. 
(5) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dirnak sud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. 
(6) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatar nya 

bersumpah/berjanji secara bers;u-n.a-sama di hadapan masyarakat dan 
dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(7) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa seb agai 
berikut: 
"Demi Allah/ Tuhan, saya bersum pah/ berjanji bahwa saya akan me:menuhi 
kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-
baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat 
dalam mengarnalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, 
dan bahwa saya akan menegakkar kehidupan demokrasi dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan. se  ;ala 
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku Jagi 
Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". 

Pasal 11 

" (1) Pirnpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketu a, 1 
(satu) orang wakil ketua, dan 1 (saw) orang sekretaris. 

(2) Pirnpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada aya t (1) 
dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara kings ung 
dalam rapat Badan Permusyawaraian Desa yang diadakan secara khusus. 

(3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali 
dipimpin oleh anggota tertua dan c ibantu oleh anggota termuda. 



Bag an Ketiga 
Pengisian Keanggotaan BPD 

Pasal 12 

(1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara 
demokratis melalui proses pemiiihan secara langsung atau musyawarah 
perwakilan dengan menjamin ketervvakilan perempuan. 

(2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa membentuk pariitia 
pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan 
keputusan kepala Desa. 

(3) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagairr Lana 
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur 
masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. 

Fasal 13 

(1) Panitia pengisian anggota Bad an Permusyawaratan Desa sebag tin lana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri dan: 
a. 1 (satu) orang unsur Perangkat Desa; 
b. 2 (dua) orang dan i unsur Lembaga Kemasyarakatan; 
c. 2 (dua) orang dan i unsur BPD clari masa jabatan sebelumnya; 
b. 	2 (dua) orang dan i unsur tokoh /pemuka masyarakat. 

(2) Susunan panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan 1)e sa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan: 
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 
b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; 
c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan 
d. 4 (empat) orang anggota. 

Pasal 14 

Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana cl:tma1sud 
dalam Pasal 13 ayat (1) bertugas: 
a. menentukan jumlah anggota BPD dan rasio keterwakilan setiap anggota Bl )D; 
b. menyusun jadwal kegiatan pembe]ltukan BPD; 
c. menyusun anggaran pembentukan BPD; 
d. membuat berita acara hasil MusyLwarah; 
e. melaksanakan musyawarah penetapan calon anggota BPD; 
f. menerima dan meneliti kembali persyaratan administratif calon anggota BPD; 
g. melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD kepada Kepala Desa 

Pasal 15 

(1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) melakukan 
penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan 
Desa dalam jangka waktu 6 (enarn) bulan sebelum masa keanggotaan R Lclan 
Permusyawaratan Desa berakhir. 

(2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan _)esa 
yang jumlahnya sama atau lebih dan i anggota Badan Permusyawaratan 3esa 
yang dilaksanakan paling lambal: 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan 
Badan Permusyawaratan Desa berakhir. 

(3) Dalarn hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa 
ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia peng:sian 
menyelenggarakan pemilihan lang.sung calon anggota Badan Permusyawat atan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 



(4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa 
ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Ba dan 
Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih de lam 
proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak 
pilih. 

(5) Basil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagairr ana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengi3ian 
anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa paling Ian a 7 
(tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah 
perwakilan. 

(6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagain ana 
dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati pLEng 
lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dan i panitia pengi sian 
untuk diresmikan oleh bupati. 

Pasal 16 

(1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama 30 
(tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung ttau 
musyawarah perwakilan dan i kepala Desa. 

(2) Pengucapan sumpah janji anggoi_a Badan Permusyawaratan Desa 4:iipe ndu 
oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Han ejak 
diterbitkannya keputusan bupati mengenai peresmian anggota &Lcian 
Permusyawaratan Desa. 

Bagian Keempat 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPD 

Paragraf 1 
Susunan Organisasi BPD 

Pasal 17 

(1) Susunan Organisasi BPD terdiri alas: 
a. Pimpinan.; dan 
b. anggota. 

(2) Pimpinan BPD terdiri dan: 
a. (1) satu orang ketua; 
b. (1) satu orang Walcil ketua; clan 
c. (1) satu orang sekretaris. 

(3) Pimpinan BPD sebagaimana dim aksud pada ayat (2) dipilih dan i clan oleh 
anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadalcan secara lchtmus. 

(4) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pertarna 
kali dipimpin oleh anggota tertua clan dibantu oleh anggota termuda. 

P.aragraf 2 
Tata Kerja 

Pasal 18 

(1) Dalam melaksanlcan kewenangan, fungsi, kedudukan hak, dan kewajibannya 
BPD wajib menerapkan prinsip koordinasidan konsultasi antar anggota BPD, 
Pemerintah Desa maupun Lemb aga Kemasyarakatan Desa dan Pernen ntah 
Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi, Pimpinan BPD dibantu 
oleh seorang unsur staf De sa yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Desa yang diperbantukan kepada Pimp man 
BPD yang disebut Kepala Urusan tata Usaha BPD. 



(3) Pimpinan BPD mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja dan pembagian kerja kepada anggota BPD; 
b. memimpin rapat-rapat BPD dan menyimpulkan hasil rapat y mg 

dipimpinnya; 
c. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak anggota y ing 

bersangkutan; 
d. melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dalam menyelenggara can 

pemerintahan desa. 

Bagian Kelima 
Peraturan 'rata Tertib BPD 

Pasal 19 

(1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat: 
a. waktu musyawarah Badan Perniusyawaratan Desa; 
b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawan tan 

Desa; 
c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa; 
d. tata laksana dan hak menyatali an pendapat Badan Permusyawarataii I )esa 

dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan 
e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. 

(2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud ada 
ayat (1) huruf a meliputi: 
a. pelaksanaan jam musyawarah; 
b. tempat musyawarah; 
c. jenis musyawarah; dan 
d. daftar hadir anggota Badan Perrnusyawaratan Desa. 

(3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan I)esa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota 1 adir 

lengkap; 
b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawar ttan 

Desa berhalangan hadir; 
c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wald. k ,tua 

berhalangan hadir; dan 
d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bic tang 

yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Br. dan 
Permusyawaratan Desa antarwaktu. 

(4) Pengaturan mengenai tata cara rnusyawarah Badan Permusyawaratan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa; 
b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; 
c. tata cara mengenai pengawasa-i kinerja kepala Desa; dan 
d. tata cara penarnpungan atau penyaluran aspirasi masyarakat. 

(5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapait. Badan 
Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi: 
a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa; 
b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan &tdan 

Permusyawaratan Desa; 
c. pemberian pandangan akhir alas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan 
d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan 

Desa kepada bupati. 
e. Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan 

Permusyawaratan Desa sebaglimana dimaksud ayat (1) huruf e meli Jut: 
penyusunan notulen rapat, penyusunan berita acara, format berita acara, 
penandatanganan berita acara, dan penyampaian berita acara. 



(6)-  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan tata tertib BPD diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Bagian Keenam 
Mekanisme Kerja BPD 

Pasal 20 

(1) Untuk melaksankan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD mein Duat 
program kerja. 

(2) Berdasarkan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. 

(3) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan 
notulen rapat yang dibuat oleh seliretaris BPD. 

Bagian Ketujuh 
Rapat 

Pasal 21 

(1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD. 
(2) Rapat BPD sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dan i jumlah anggota E PD. 
(3) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kuran gnya 

1/2 	(satu per dua) dan i jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak. 

(4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan 
notulen yang dibuat oleh sekretaris BPD. 

Bagian Kedelapan 
Tatacara Menggali, Menampung dan 
Menyalurkan Aspirasi Masyarakat 

l'asal 22 

(1) Untuk melaksanakan penyera pan aspirasi di bidang pemenntahan, 
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, BPD mengadakan pernb -  gian 
tugas kepada anggota sesuai dengan wilayah keterwakilannyal 

(2) menampung hasil penyerapan ascirasi dan i anggota. 
(3) menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayali . 
(4) Menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan 

yang timbul sebagaimana diriaksud pada ayat (2) dan (3) untuk 
ditindaldanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kesembilan 
Hubungan Kerja BPD dengan Kepala Desa dan 

Lembaga Kemasyarakatan 

Pasal 23 

(1) Hubungan Kerja antara BPD dan Kepala Desa bersifat kemitraan dan 
koordinatif. 

(2) Hubungan Kerja antara BPD dan Lembaga Kemasyarakatan bersifat 
kemitraan. 



Bagia:a Kesepuluh 
Keuangan dan Administrasi BPD 

Paragraf 1 
Keuangan BPD 

Pasal 24 

(1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan 
keuangan Desa. 

(2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayI-  t (1) 
ditetapkan dalam APBDesa. 

Pasal 25 

(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemami man 
keuangan desa yang dikelola oleh 3ekretaris BPD. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun d alam 
APBDesa. 

Paragraf 2 
Ad ministrasi 

Pasal 26 

(1) Kegiatan BPD secara administratif dilaksanakan oleh sekretaris BPD. 
(2) Untuk melaksanakan tugas administratif sebagaimana dimaksud pada ay. it (1) 

sekretaris BPD dibantu oleh perangkat desa. 

Bagian Kesebelas 
Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD 

Paragraf 1 
Mekanisme Pemberhentian Anggota BPD 

Pasal 27 

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena: 
a. meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; atau 
c. diberhentikan. 

(2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dima csud 
pada ayat (1) huruf c karena: 
a. berakhir masa keanggotaan; 
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berke1anjutan atau berhala lgan 

tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 
c. tidak lagi menxenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; 

atau 
d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. 

(3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusu1kan oleh 
pimpinan Badan Permusyawara-an Desa kepada bupati atas dasar hasil 
musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. 

(4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupat . 



Riragraf 2 
Pergantian Antar Waktu 

Pasal 28 

(1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir inasa 
jabatannya digantikan oleh calon anggota BPD antar waktu. 

(2) Masa Jabatan anggota BPD Pengganti Antar waktu (PAW) adalah sisa waktu 
yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikart. 

(3) Pergantian Antar Waktu anggota BPD berasal dan i wilayah anggota BPD yang 
berhenti atau diberhentikan sesuai daftar urut calon tetap. 

(4) Apabila tidak ada calon anggota BPD Antar Waktu dan i wilayah yang limn 
digantikan, dapat digantikan dan i wilayah lain atau ditempuh dengan cara 
musyawarah mufakat. 

(5) Pengganti Antar Waktu (PAW) yang menggantikan anggota BPD yang menk abat 
unsur pimpinan BPD tidak secara langsung menjadi pimpinan BPD. 

Pasal 29 

Selarnbat-larnbatnya dalarn waktu 30 (tiga puluh) hari setelah usul penggantian 
anggota BPD diterirna, Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan 
pengangkatan anggota BPD. 

Pasal 30 

(1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya 
berakhir, diaclakan penggantian punpinan BPD. 

(2) Mekanisme penggantian pimpina BPD dilakukan dengan cara musyaNA arah 
mufakat. 

(3) Masa jabatan pimpinan BPD penggan.ti adalah sisa waktu masa jabatan yang 
belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan. 

Bagian Keduabelas 
Musyawarah Desa 

Pasal 31 

(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pernenntah 
Desa. 

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh 
Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. 

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
a. tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
e. perwakilan kelompok tani; 
f. perwakilan kelompok nelayan; 
g. perwakilan kelompok perajin; 
h. perwakilan kelompok perempu an; 
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan 
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin. 

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawar ah 
Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosiel 
budaya masyarakat. 



BAB III 
PERANGKAT DESA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 32 

(1) Pemerintah Desa adalah Kepala E esa dibantu oleh Perangkat Desa. 
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. sekretariat Desa; 
b. pelaksana kewilayahan; dan 
c. pelaksana teknis. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana diraaksud pada ayat (2) berkedudukan se pagai 
unsur pembantu Kepala Desa. 

(4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh 
sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat. 

(5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak trdiri 
atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, 
dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu uiusan 
umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. 

(6) Masing-masing urusan sebagairnana dimaksud pada ayat (5) dipirnpin oleh 
Kepala Urusan. 

Pasal 33 

(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) nuruf 
b merupakan unsur pembar tu Kepala Desa sebagai satuan -ugas 
kewilayahan. 

(2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ay it (1) 
ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang 
dibutuhkan dengan kemampuar keuangan desa serta memperhatikan luas 
wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta 
sarana prasarana penunjang tugs. 

(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mel Lputi, 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

(4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain 
yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperha tikan 
kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 

Pasal 34 
(1) Pelaksana Telmis sebagaimana iimaksud dalarn Pasal 32 ayat (2) lau ruf c 

merupakan unsur pembantu Kepa  la  Desa sebagai pelaksana ugas 
operasional. 

(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak trdiri  
atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan clan seksi 
pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi 
kesejahteraan dan pelayanan. 

(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipirn pin oleh 
Kepala Seksi. 

Pasal 35 

(1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan thigkat 
perkembangan desa. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan u -aian 
tugas perangkat desa diatur dalanr Peraturan Bupati. 



Btgian Kedua 
Pengangkatan Perangkat Desa 

Pasal 36 

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dan i penduduk desa yang 
memenuhi persyaratan umum dan khusus. 

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai beriki tt 
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kes ituan 
Republik Indonesia, serta Pernerintah; 

c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; 
d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) ta lun; 
e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi; 
f. berkelakuan balk; 
g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan d,mgan 

hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; 
h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadil an yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 
i. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa; 
j. berdomisili di wilayah desa yang bersangkutan, sekurang-k-u rangnya 

selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus; 
k. sehat jasmani dan rohani; dart 
1. bukan PNS, anggota TNI dan anggota POLRI. 

(3) Kelengkapan persyaratan admintstrasi sebagaimana dimaksud pada ay at (2) 
huruf f terdiri atas: 
a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling 

kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dan i RT atau RW setempa t; 
b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh 

yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; 
c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Un lang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahE nkan 
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
Bhinneka 'Ivuriggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas 1 ertas 
segel atau bermaterai cukup; 

d. ljazah pendidikan dan i tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang 
dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dart pcjabat 
yang berwenang; 

e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir; 
f. Surat Keterangan berbadan sehat dan i Puskesmas atau aparat hesei tatan 

yang berwenang; clan 
g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang 

bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup. 

Pasal 37 

Persyaratan khusus sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sebagai 
berikut : 
a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 

hukuman penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun. 
b. tidak pernah terlibat kasus narkoba dibuktikan dengan surat keterangan 

dokter clan surat pengadilan. 



C. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa sampai de clgan 
derajat kedua menurut garis v-trtikal dan derajat kesatu menurut garis 
horisontal serta istri/suami dan menantu. 

Bagian Ketiga 
Mekanisrne Pengangkatan 

Paragraf 1 
Pernbentukan Panitia 

3asal 38 

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme se )agai 
berikut: 
a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dan i seorang ketua„ seorang 

sekretaris dan minimal seorang anggota; 
b. Kepala Desa melakukan penjanngan dan penyaringan calon Perangkat Desa 

yang dilakukan oleh Tim; 
c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa 

dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa 
kosong atau diberhentikan; 

d. Hasil penjaringan dan penyariagan bakal calon Perangkat Desa seku-ang-
kurangnya 2 (dua) orang caloa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kcpada 
Camat; 

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; 

f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan 
berdasarkan persyaratan yang ditentukan; 

g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa merierb Ltkan 
Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan 

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melak u.kan 
penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. 

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalarn Peraturan Kepala Desa. 

(3) Unsur pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) 
huruf a keanggotanya terdiri dan: 
a. unsur Anggota BPD paling banyak 20 % (dua puluh per seratus); 
b. unsur Perangkat Desa paling bayak 10 % (sepuluh per seratus); 
c. Unsur Pirnpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 0 % 

(empat puluh per seratus); dan 
d. Unsur Tokoh Masyarakat paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus). 

F'aragraf 2 
F elantikan 

Pasal 39 

(1) Kepala Desa menetapkan. Keput asan tentang Pengangkatan Perangkat Desa 
Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerirna persetujuan dan i Camat. 

(2) Kepala Desa melantik Perangkat Desa yang bersangkutan Paling lama 15 (lima 
belas) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan. 

(3) Perangkat Desa wajib mengucapk an sumpah atau janji pada saat pela.ntik 
(4) Sumpah atau janji sebagairnana dimaksud pada ayat (3) adalah se )agai 

berikut : 
"Saya berstunpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sclaku 
Perangkat Desa dengan sebaik-bailmya, sejujur-jujurnya dan seadilt-adilnya; 
bahwa saya akan selalu taat alam mengamalkan dan mempertaha akan 
Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menega kkan 
kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo lesia 



Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-u:nda ngan 
dengan selurus-lurusnya yang berlalcu bagi desa, daerah dan Negara 14:es tuan 
Republik Indonesia" 

13asal 40 

(1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dc ngan 
Keputusan Kepala Desa wajib nengikuti pelatihan awal masa tugas dan 
program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemer ntah 
Provinsi, Pemerintah Kabupaten, (Ian Pemerintah Desa. 

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dirraksud pada ayat (1) dibebankan pada JIPBD 
Kabupaten, APBDesa dan sumber lain yang sah. 

Bagan Keempat 
Kedudukan Keuangan 

Pasal 41 

(1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuat c1( ngan 
kemarnpuan keuangan desa. 

(2) Penghasilan tetap yang diterima Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Perangkat Desa c iatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 42 

(1) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud calam 
Pasal 41, perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat rnenerima 
tunjangan tarnbahan penghasilan clan penerimaan lainnya yang sah d( ngan 
memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa; 

(2) Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dan peneri maan 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dan i APBDe:, dan 
sumber lain yang sah. 

Bagian Kelima 
Larangan 

Pasal 43 

Perangkat Desa dilaran.g: 
a. merugikan kepentingan umum; 
b. membuat keputusan yang men guntungkan din i sendiri, anggota kelt arga, 

pihak lain, dan/atau golongan te7tentu; 
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau gol(ngan 

masyarakat tertentu; 
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; 
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan / atau 

jasa dan i pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang 
akan dilakukannya; 

g. menjadi pengurus partai politik; 
h. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang; 
1. 	merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permus3rawa ratan 

Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, E.ewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat D aerah 
Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan ja ,atan 
lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; 

j. 	ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan tatau 
pemilihan kepala daerah; 



k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 
1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut anpa 

alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 44 

(1) Perangkat Desa yang melanggar arangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
43 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau te;uran 
tertulis. 

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dilaksanakan, dilakukan tinda Kan pemberhentian sementara dan dapat 
dilanjutkan dengan pemberhentian. 

Bagian Keenam 
Pemberhentian Perangkat Desa 

Paragraf 1 
Pei nberhentian 

Pasal 45 

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dngan 
Camat. 

(2) Perangkat Desa berhenti karena: 
a. Meninggal dunia; 
b. Perrnintaan sendiri; atau 
c. Diberhentikan. 

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagairnana dimaksud pada ayat (1. hi ruf c 
karena: 
a. Usia telah genap 60 (enarn puluh) tahun; 
b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
c. Berhalangan tetap; 
d. Tidal( lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan 
e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa. 

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h ruf a, 
dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disarm-  aikan 
kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari s7;te1ah 
ditetapkan. 

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) hiruf c 
wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. 

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud rat (4) 
didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. 

Paragraf 2 
Pemberhentian Sementara Perangkat Desa 

Pasal 46 

(1) Perangkat Desa diberhentika;i sementara oleh Kepala Desa s telah 
berkonsultasi dengan Camat. 

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) karena: 
a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; 
b. ditetapkan sebagai terdakwa; 
c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau 



d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai de ngan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Perangkat Desa yang diberhentik an sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan clan telah 
berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula. 

Paragraf 3 
Mekanisrrie Pemberhentian 

Dasal 47 

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai lberikut: 
a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain meng.mai 

pemberhentian perangkat Desa; 
b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang me muat 

mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dt ngan 
kepala Desa; dan 

c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa 
dalarn pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa. 

Bagian Ketujuh 
Kekosongan Jabatan Perangkat Desa  

Pa sal 48 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Peraigkat 
Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki 13osisi 
jabatan dan i unsur yang sama. 

(2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala 
Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada 
Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ta nggal 
surat penugasan. 

(3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) 
bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti. 

Bagian Kedelapan 
Unsur Staf Perangkat Desa  

Pa sal 49 

(1) Kepala Desa dapat mengangkat tnsur staf Perangkat Desa. 
(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu 

Kepala Urusan., Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dt ngan 
kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 50 

Anggota BPD dan Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Pera turan 
Daerah ini tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang clan kewajihiinnya 
sarnpai dengan berakhir masa jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku pada saat pengangkata nnya. 
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